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ABSTRAK

POLITIK KEKERABATAN DALAM PILKADA LAMPUNG BARAT 2017
(STUDI PADA KEMENANGAN PAROSIL MABSUS)

Oleh

ARA SILVIA PUTRI

Pemilihan Kepala Daerah Lampung Barat tahun 2017 menghasilkan kemenangan yang
diperoleh oleh Parosil Mabsus. Parosil Mabsus merupakan adik kandung dari Mukhlis
Basri Kepala Daerah sepuluh tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana fenomena politik kekerabatan yang terjadi dalam pemilihan
tersebut dilihat dari teori yang digunakan yaitu tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial
dan partai politik yang dikerahkan oleh Parosil Mabsus. Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Parosil Mabsus menang berkat
semua unsur yang dikerahkan di lapangan, dimulai dari tim sukses, mesin-mesin jaringan
sosial, dan partai politik. Tim sukses yang bekerja keras untuk kemenangan Parosil
Mabsus dan didukung juga dengan jaringan dari Mukhlis Basri. Terdapat kerabat yang
ikut turun dalam memenangkan Parosil Mabsus termasuk kakaknya yaitu Mukhlis Basri.
Partai Politik yang mengusung Parosil Mabsus juga merupakan partai besar di Lampung
Barat dan hal ini mempengaruhi suara pada kemenangan Parosil Mabsus. Kemenangan
juga didukung oleh modal ekonomi berupa dana yang sudah dimiliki dimulai saat
menjabat sebagai anggota DPRD Lampung Barat, modal sosial dengan terlihat jaringan
yang dimiliki Parosil Mabsus dan modal politik yaitu pernah menjadi anggota DPRD
Lampung Barat selama tiga periode dan Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat. Hal
tersebut juga menunjang untuk kemenangannya pada pilkada Lampung Barat 2017.

Kata Kunci: Politik Kekerabatan, Pemilihan Kepala Daerah



ABSTRACT

POLITICAL KINSHIP IN LOCAL LEADER ELECTION OF LAMPUNG
BARAT 2017

(STUDY ON THE VICTORY OF PAROSIL MABSUS)

By

ARA SILVIA PUTRI

The local leader election of the West Lampung in 2017 resulted in the victory obtained
by Parosil Mabsus. Parosil Mabsus is the younger brother of Mukhlis Basri, the local
leader of the last ten years. The purpose of this study was to find out how the political
phenomenon of kinship that occurred in the election was seen from the theory used,
namely the success team, the machines of social networks and the political parties
mobilized by Parosil Mabsus. This study uses a qualitative descriptive research type by
collecting data using interview techniques and documentation. The results showed that
Parosil Mabsus won thanks to all the elements deployed in the field, starting with the
success team, social networking machines, and political parties. The successful team
worked hard for the victory of Parosil Mabsus and was also supported by a network from
Mukhlis Basri. There are relatives who took part in winning Parosil Mabsus including his
brother Mukhlis Basri. The Political Party that carries Parosil Mabsus is also a major
party in West Lampung and this affects the vote on Parosil Mabsus' victory. The victory
was also supported by economic capital, social capital and political capital owned Parosil
Mabsus also support for his victory in the local leader elections in West Lampung in
2017.

Keywords: Politics of Kinship, Local Leader Election
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lampung Barat merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Lampung.

Selama sepuluh tahun terakhir, Lampung Barat dipimpin oleh Mukhlis Basri,

yang merupakan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDI Perjuangan). Awal mula Mukhlis Basri menjabat dimulai dengan menjadi

wakil Kepala Daerah Lampung Barat mendampingi Erwin Nizar yang saat itu

menjadi kepala daerah di tahun 2002-2007. Mukhlis Basri kemudian menjadi

Kepala Daerah Lampung Barat di pemilihan berikutnya tahun 2007-2012

didampingi oleh Dimyati Amin dan kembali menjabat di tahun 2012-2017

dengan berganti pendamping menjadi Makmur Azhari.

Parosil Mabsus merupakan Kepala Daerah Lampung Barat yang sekarang

menjabat untuk tahun 2017 sampai lima tahun mendatang adalah adik kandung

dari Mukhlis Basri yang menjabat sebagai Kepala Daerah Lampung Barat

selama dua periode. Mukhlis Basri dan Parosil Mabsus juga berasal dari partai

yang sama yaitu PDI Perjuangan. Pada situs https://www.jejamo.com, diakses

pada 24 Februari 2018 pukul 13.45 WIB Mukhlis Basri pun sangat

mendukung adiknya saat pencalonan kepala daerah dan mengatakan bahwa
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adik kandungnya tersebut lebih unggul dari sisi elektabilitas maupun

popularitas dibandingkan calon kepala daerah lainnya

Pilkada Lampung Barat tahun 2017 diikuti dua pasangan calon yaitu pasangan

calon nomor urut satu adalah Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, serta nomor

urut dua adalah Edy Irawan dan Ulul Azmi. Kemenangan diraih oleh Parosil

Mabsus dan Mas Hasnurin dengan selisih poin sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara pada Pilkada Lampung Barat 2017

NO KECAMATAN

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH PERSENTASE(%)

NO
URUT

1

NO
URUT

2

SAH TIDAK
SAH

TOTAL NO
URUT

1

NO
URUT

2
1 Air Hitam 5.259 1.424 6.683 90 6.773 78,69 21,31

2 Balik Bukit 8.804 11.724 20.528 297 20.825 42,89 57,11

3 Bandar
Negeri Suoh

7.888 6.769 14.657 145 14.802 53,82 46,18

4 Batu Brak 3.948 4.189 8.137 87 8.224 48,52 51,48

5 Batu Ketulis 4.413 2.948 7.361 80 7.441 59,95 40,05

6 Belalau 3.389 3.275 6.664 99 6.763 50,86 49,14

7 Gedung
Surian

7.533 1.886 9.419 102 9.521 79,98 20,02

8 Kebon Tebu 9.309 1.970 11.279 96 11.375 82,53 17,47

9 Lombok
Seminung

1.800 2.388 4.188 53 4.241 42,98 57,02

10 Pagar Dewa 6.191 2.937 9.128 78 9.206 67,82 32,18

11 Sekincau 5.280 4.521 9.801 127 9.928 53,87 46,13

12 Sukau 6.035 6.479 12.514 142 12.656 48,23 52,77

13 Sumber Jaya 8.010 4.679 12.689 152 12.841 63,13 36,87

14 Suoh 5.697 5.059 10.756 118 10.874 52,97 47,03

15 Way Tenong 8.568 9.222 17.790 183 17.973 48,16 51,84

TOTAL 92.124 69.470 161.594 1.849 163.443 57,01 42,99

Sumber : www.kpud.lampungbaratkab.go.id diakses pada 13 Desember 2017
pukul 11.15 WIB
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Tabel 1 di atas tentang perolehan suara pada pilkada Lampung Barat 2017

menunjukkan bahwa Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin memperoleh

kemenangan dengan 57,01 persen. Suara terbanyak diperoleh di Kecamatan

Kebun Tebu yang merupakan tempat asal Parosil Mabsus. Kekerabatan yang

terjalin dirasakan di daerah asal yang menunjang suara pada Pilkada Lampung

Barat 2017. Kemenangan ini diresmikan dengan pelantikan Parosil Mabsus

sebagai Kepala Daerah dan Mad Hasnurin sebagai Wakil Kepala Daerah

Lampung Barat yang baru.

Pada pelantikan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin yang dilaksanakan di

Bandar Lampung, Mukhlis Basri yang diwawancarai berpesan kepada Parosil

agar bisa melanjutkan program-program yang baik dan membuat trobosan baru

dalam memimpin. Pesan ini dipengaruhi karena antara Mukhlis Basri dan

Parosil Mabsus adalah saudara kandung. Begini tanggapan Mukhlis Basri atas

dilantiknya Parosil Mabsus menjadi Kepala Daerah Lampung Barat yang baru:,

"Saya sudah sering sampaikan, agar beliau (Parosil) bisa memimpin
dengan gayanya sendiri. Agar masyarakat nanti yang menilai secara
langsung. Selamat bekerja untuk Lampung dan Lampung Barat
khususnya," kata Mukhlis (https://lampung.tribunnews.com, diakses pada
13 Desember 2017 pukul 09.45 WIB).

Parosil Mabsus yang kini menjabat Kepala Daerah Lampung Barat mempunyai

pesan lain dari Mukhlis Basri untuk melanjutkan pembangunan di Lampung

Barat. Misi Parosil Mabsus dan Mukhlis Basri terlihat sama yaitu dengan

meningkatkan kualitas perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan pelayanan, serta mengentaskan kemiskinan.
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“Saya ucapkan selamat bekerja kepada bupati dan wakil bupati yang baru.
Saya titip saja, program yang lalu yang sudah baik tolong diteruskan dan
dirawat supaya lebih baik lagi. Yang belum baik tolong dievaluasi,
lakukan perbaikan,” kata Mukhlis di lantai III Balai Keratun, kompleks
Pemprov Lampung (http://duajurai.co, diakses pada 24 Februari 2018
pukul 13.59 WIB).

Pergantian kepala daerah yang merupakan kakak beradik ini dimaksudkan

untuk meneruskan perjuangan Mukhlis Basri dalam membangun Lampung

Barat. Hal ini disampaikan informan yang berasal dari DPD Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) pada pra-riset yang peneliti lakukan. Informan menyatakan

pergantian ini untuk memenuhi kepentingan yang belum tercapai oleh Mukhlis

Basri selama sepuluh tahun menjabat dan diserahkanlan estafet kepemimpinan

kepada adiknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor terbesar kemenangan

Parosil Mabsus merupakan peran dari Mukhlis Basri (hasil wawancara pribadi

pada pra-riset, 19 Maret 2018).

Informan lain yang berasal dari DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

mengatakan yang sama, bahwa kemenangan Parosil Mabsus sebagai Bupati

Lampung Barat sangat dipengaruhi oleh kakaknya tersebut. Informan juga

menambahkan politik kekerabatan dirasakan sangat kental karena Mukhlis

Basri sangat mendukung pencalonan adiknya untuk menjadi Kepala Daerah

Lampung Barat berikutnya menggantikan dirinya yang sudah sepuluh tahun

menjabat (hasil wawancara pribadi pada pra-riset, 22 Maret 2018).

Ulul Azmi yang merupakan calon Wakil Bupati Lampung Barat dari nomor

urut dua saat pilkada Lampung Barat 2017 kemarin, menengarai perlakuan tak

netral Mukhlis Basri pada pilkada Lampung Barat, salah satu kontestannya
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adalah adik kandung Mukhlis Basri. Ulul Azmi menilai Mukhlis dalam

kapasitasnya selaku bupati telah berbuat tidak netral berkampanye terselubung

mengacungkan jempol saat berfoto dengan para istri peratin dan istri juru tulis.

Ulul mengatakan,

“Muklis harusnya cuti kalau mau kampanye. Jangan main curang begitu
foto sama ibu-ibu peratin dan juru tulis waktu jalan-jalan ke Yogyakarta
itu buktinya” (http://suaralampung.com, diakses pada 20 Maret 2018 pukul
11.00 WIB).

Berdasarkan berita online di atas menegaskan bahwa kekeluargaan yang

terjalin erat antara Mukhlis Basri dan Parosil Mabsus terlihat dalam Pilkada

Lampung Barat. Mukhlis Basri selaku kepala daerah lama tidak menutupi

dukungan untuk adiknya tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu

dari Lery. A yang menyatakan :

“Keluarga atau kerabat  merupakan entitas yang saling melekat dan
menyatu. Mereka dituntut saling mendukung dan menopang guna
mempertahankan struktur dan menjaga tradisi politik kekerabatan yang
dianut bersama. Tradisi politik ini diperlukan guna memelihara keteraturan
sosial dan mengelola hubungan di lingkungan komunitas politik
bersangkutan. Tradisi politik kekerabatan dijadikan mekanisme alamiah
yang efektif guna mengontrol sumber daya politik agar tidak jatuh ke
pihak yang salah” (Lery, A. 2016: 28-29).

Peranan keluarga atau kerabat dirasa penting karena keluarga merupakan agen

sosialisasi pertama bagi setiap individu. Di dalam keluarga berlangsung

hubungan sosial yang memiliki transformasi nilai yang menjadikan sarana

individu untuk menentukan sikap, cita-cita, dan lain sebagainya. Keluarga juga

mengenalkan dunia luar terhadap invidu dan mengenalkan politik salah

satunya. Pengetahuan awal tentang politik didapatkan melalui hubungan sosial

dalam keluarga itu sendiri, meskipun sering ditemui bahwa terdapat beberapa
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individu yang mengenal politik lewat masyarakat dan sekolah. Tidak menutup

kemungkinan jika seseorang yang terlahir dalam keluarga politik, maka

individu tersebut akan ikut terjun ke dunia politik.

Mukhlis Basri yang sudah lama terjun ke dunia politik diikuti oleh adiknya

Parosil Mabsus yang juga ikut dalam dunia politik. Mengutip dari situs

https://kupastuntas.com, edisi 14 Juli 2014 diakses pada 24 Februari 2018

pukul 13.35 WIB Mukhlis Basri menegaskan bahwa Parosil Mabsus akan

menang dilihat dari Parosil Mabsus yang menjabat sebagai ketua DPC PDI

Perjuangan Lampung Barat dan anggota DPRD Lampung Barat tiga periode.

Hal tersebut menegaskan bahwa Parosil Mabsus memang layak memimpin

Lampung Barat menggantikan Mukhlis Basri dengan melihat perjalanannya di

dunia politik.

Parosil Mabsus terdaftar sebagai anggota DPRD Lampung Barat seperti yang

terangkum dalam data berikut ini.

Gambar 1. Parosil Mabsus terpilih sebagai anggota DPRD pada
tahun2014(https://www.kpud.lampungbaratkab.go.i
d diakses pada 13 Desember 2017 pukul 11.15
WIB)
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Gambar di atas menjelaskan bahwa Parosil Mabsus terpilih sebagai anggota

DPRD pada tahun 2014. Parosil Mabsus didukung oleh Partai PDI Perjuangan

dan mempunyai total suara paling banyak yaitu dua puluh tiga persen. Hal itu

menunjang Parosil Mabsus dipercaya maju untuk pemilihan kepala daerah di

tahun 2017.

Kemenangan Parosil Mabsus juga sangat erat kaitannya dengan Parosil yang

berasal dari PDI Perjuangan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Lampung

Barat telah didominasi dan dipimpin oleh bupati dari partai berlambang

Banteng tersebut selama sepuluh tahun belakangan. Hal ini sangat menunjang

untuk kemenangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin, disebutkan oleh

informan yang berasal dari PPP pada hasil pra-riset yang dilakukan peneliti

(hasil wawancara pribadi pada pra-riset, 22 Maret 2018).

Hal tersebut seperti pewarisan yang dilakukan oleh Mukhlis Basri terhadap

Parosil Mabsus. Mukhlis Basri yang pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI

Perjuangan Lampung Barat dan diikuti adiknya yang juga menjabat sebagai

ketua DPC. Melihat hal ini, dukungan masyarakat mampu diserap dengan

terlihatnya keluarga tersebut serius dalam menjalani proses di dunia politik.

Seperti yang dikatakan dalam sebuah jurnal :

“Pewarisan jaringan dan nama besar keluarga juga mempengaruhi
dukungan publik kepada kandidat . Pilkada langsung dan sistem pemilu
proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih
besar kepada keluarga politik untuk memperoleh atau memperbesar
kekuasaannya sehingga jumlah anggota keluarga yang menduduki jabatan
politik semakin meningkat. Rekrutmen dalam partai politik juga
menyebabkan adanya politik kekerabatan yang lebih mementingkan
keluarganya untuk maju ke dalam pilkada maupun pemilu legislatif
“(Purwaningsih, 2015).
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Dijelaskan dalam jurnal di atas juga bahwa rekrutmen dalam partai politik

dilakukan atas pewarisan jaringan kekerabatan yang lebih mementingkan

keluarga maju dalam pilkada. Partai politik menilai jika kerabat yang diusung

dari tokoh berpengaruh dalam partai mampu menentukan suara dalam

pemilihan. Hal ini disampaikan dalam jurnal lain, yaitu :

“Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk
memenangkan posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan
elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber
daya finansial, serta kernarnpuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh
kekerabatan politik yang sedang menjabat. Parpol tampaknya lebih
mementingkan kemenangan, dan kurang mernikirkan efektivitas
kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga abnormali maupun
absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh partai politik-
partai politik besar demi terjaminnya kemenangan dalam Pilkada,
misalnya” (Harjanto, 2011:139).

Tidak semua pendapat peneliti terdahulu yang mengatakan bahwa partai politik

mempunyai dominasi yang besar terhadap politik kekerabatan. It was common

knowledge that political parties at that time of change were still developing

grassroots constituencies, thus one’s candidacy for any political post would not

depend so much on the party itself, but more on the eminent figures who gave

their blessings to the candidate (Hamid. 2014:582).

Politik kekerabatan dapat yang menjurus ke arah dinasti politik yang

menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat

tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat. Dinasti politik merupakan

fenomena yang banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Dinasti politik

tersebut mampu mempengaruhi proses pemilihan yang ada contohnya pilkada

maupun pemilu legislatif dan bahkan dapat mempengaruhi tatanan birokrasi.
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Anggota Divisi Korupsi Politik ICW (Indonesia Corruption Watch) Almas

Syafrina mengatakan ,

“dinasti politik bisa merusak birokrasi tata kelola pemerintahan di suatu
daerah. Sebab masalah yang dihadapi bukan hanya dikuasainya akses
APBD. Tetapi juga dikuncinya jabatan sentral untuk memutuskan jabatan
penting politik di masa mendatang” (https//nasional.tempo.co.id, diakses
pada 8 Januari 2018 pukul 15.15 WIB).

Table 2. Nama-nama yang disebutkan ICW masuk ke dalam Dinasti
Politik

No Nama/Jabatan Hubungan Kekerabatan
1 Andika Hazrumy/Calon

Wakil Gubernur Banten
Putra dari Gubernur Banten Periode 2012-
2015 Atut Chosiyah

2 Hana Hasanah Fadel /
Calon Gubernur Gorontalo

Istri dari Gubernur Gorontalo periode 2001-
2008 Fadel Muhammad

3 Dodi Reza Alex Noerdin /
Calon Bupati Musi
Banyuasin

Anak dari Bupati Musi Banyuasin periode
2002-2008 Alex Noerdin

4 Adam Ishak / Calon Wakil
Bupati Mesuji

Saudara dari Wakil Bupati Mesuji periode
2012-2016 Almarhum Ismail Ishak

5 Parosil Mabsus / Calon
Bupati Lampung Barat

Saudara dari Bupati Lampung Barat periode
2007-sekarang Mukhlis Basri

6 Atty Suharti / Calon Wali
Kota Cimahi

Istri dari Wali Kota Cimahi periode 2002-
2007 M. Itoc Tochija.

7 Siti Rahma / Calon Bupati
Pringsewu

Putri dari Wakil Gubernur Lampung Bachtiar
Basri.

8 Dewanti Rumpoko / Calon
Wali Kota Batu

Istri dari Wali Kota Batu periode 2007-
sekarang Eddy Rumpoko.

9 Karolin Margret Natasa,
Calon Bupati Landak

Putri dari Gubernur Kalimantan Barat periode
2008-sekarang Kornelis

10 Noormiliyani A.S., Calon
Bupati Barito Kuala

Istri dari Bupati Barito Kuala periode 2007-
sekarang Hassanudin Murad.

11 Rahmadian Noor, Calon
Wakil Bupati Barito Kuala

Keponakan dari Hassanudin Murad.

12 Tausikal Abua, Calon
Bupati Maluku Tengah

Saudara Bupati Maluku Tengah periode
2002-2012 Abdullah Tausikal.

Sumber : https://nasional.tempo.co.id, diakses pada 8 Januari 2018 pukul
15.15 WIB
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Berdasarkan tabel 2 di atas, Parosil Mabsus dan Mukhlis Basri disebutkan ICW

yang masuk ke dalam dinasti politik. Hal ini dikhawatirkan akan adanya

kepentingan golongan atau pribadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam

penelitian terdahulu disebutkan :

“Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi
kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau
mempertahankan kekuasaan disuatu pemerintahan. Dinasti politik yang
dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan
politik atau aktor politik yang dijalangkan secara turun temurun atau
dilakukan salah satu keluarga atau kerabat dekat. Dinasti politik juga dapat
di artikan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan
untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di
pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada
orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang
kekuasaan sebelumnya” (Tristana, 2015:2 ).

Melihat permasalahan di atas, menguatnya politik kekerabatan yang menjurus

ke dinasti politik dikhawatirkan akan membawa dampak negatif bagi dunia

politik itu sendiri. Politik kekerabatan berkaitan erat dengan munculnya

nepotisme, patron klien, dan lain sebagainya yang lebih mementingkan sanak

saudara. Dilihat pada masa orde baru, dinasti politik yang menyebabkan adanya

korupsi, kolusi, dan nepotisme saat itu. Hal itu menyebabkan kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih mementingkan sanak

saudara.

Struktur hirarki dan tingkat kepercayaan yang tinggi memungkinkan untuk

keputusan terkoordinasi mengenai masalah suksesi dan transmisi antar generasi

sumber daya ekonomi dan politik. Pembentukan keluarga politik dalam sistem

politik tergantung pada kemampuan jaringan kekerabatan untuk memobilisasi
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dukungan dari kedua suami-istri, anggota keluarga dan lainnya kerabat-diambil

dari darah dan hubungan biologis, perkawinan dan ritual hubungan-untuk

memperkuat cengkeraman keluarga dalam politik (Hamid. 2014:579).

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang politik

kekerabatan dan peran yang mempengaruhinya. Sebelumnya, terdapat berbagai

penelitian terdahulu mengenai kekerabatan yang terjadi di Indonesia. Berikut

ini merupakan penelitian terdahulu yang Peneliti rangkum menjadi sebuah

tabel:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No Judul Penulis Fokus Penelitian
1. Sistem Kekerabatan

Dalam Penentuan Pilihan
Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pada Pilkada
2015 Di Kabupaten
Majene

Afriana
Lery

Pengaruh sistem kekerabatan dalam
penentuan pilihan calon bupati dan
wakil bupati pada pilkada di
Kabupaten Majene.

2. Fenomena Dinasti Politik
Pemerintah Desa

Rozali Relasi patron klien yang sangat kuat
mempengaruhi terciptanya dinasti
politik pada pemerintahan desa.

3. Dinasti Politik Dalam
Pemerintah Desa
Kancilan Kecamatan
Kembang Kabupaten
Jepara

Rajiv
Windi
Tristana

Kemenangan politik lama yang
melibatkan jaringan elit terdahulu.
Kepala desa membangun sebuah
kekuasaan, yang berhasil dipelihara
dan diperkuat oleh generasi-generasi
Kepala Desa berikutnya dari dinasti
tersebut.

4. Bentuk dan Karakter
Politik Dinasti di
Indonesia

Suyadi Pengatuh familisme yang berkembang
menjadi budaya politik sebagai basis
suksesi kekuasaan. Sehungga dapat
dimengerti bentuk dan karakteristik
dinasti politik di Indonesia.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, diketahui

bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal yang

membedakannya yaitu pada penelitian ini, Peneliti tertarik untuk meneliti

bagaimana fenomena kemenangan Parosil Mabsus yang merupakan adik
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kandung dari Mukhlis Basri saat pilkada Lampung Barat 2017. Peneliti

menggunakan indikator kemenangan dilihat dari tim sukses, mesin-mesin

jaringan sosial dan partai politik untuk menunjang kemenangan Parosil Mabsus

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat

fenomena “Politik Kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena politik kekerabatan

yang terjadi dalam Pilkada Lampung Barat 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui fenomena politik kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan referensi bagi

peneliti lain dalam kajian tentang fenomena politik kekerabatan, memberikan

alternatif informasi tentang politik kekerabatan dan sumber bagi peneliti-

peneliti yang tertarik terhadap politik kekerabatan dalam masyarakat. Selain

itu, manfaat penelitian ini juga diharapkan mampu menambah khazanah

kepustakaan ilmu pemerintahan khusunya mengenai fenomena politik

kekerabatan dan faktor-faktor politik kekerabatan tersebut.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Politik Kekerabatan

1. Dinasti Politik

Heywood mengatakan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang

bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-

peraturan umum yang mengatur kehidupannya , yang berarti tidak dapat

terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (Budiardjo, 2013:16).

Dinasti Politik adalah suatu “kerajaan politik” dimana elit menempatkan

keluarganya, saudaranya, dan kerabatnya di beberapa pos penting

pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan, elit

membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan

sistematis. Adapun gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti dapat

dianalisis dari dua hal.

 Pertama, macetnya kaderisasi partai politik dalam menjaring calon

kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan pragmatisme

politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk

menjadi pejabat publik.
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 Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi statusquo di

daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan

cara mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah untuk

mengantikan petahana (Djati, 2013:204.).

Kasus dinasti politik di Asia menurut Weber bahwa orang Asia tidak

sanggup dan kurang matang dalam memegang tanggung jawab politik dan

ekonomi negara, sehingga sedikit tidak sedikit dari mereka mengandaikan

administrasi politik yang diamanahkan sebagi hak pribadi yang boleh

dieksploitasi. Konsekuensinya, mereka tidak mampu membedakan hak

masyarakat umum, yang terkait dengan masalah tanggung jawab dan

akuntabilitas, dan hak pribadi. Akibatnya, praktik korupsi politik dan

ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang tak terlalu bermasalah (Agustino,

2010:108).

Praktik mementingkan keluarga dan kerabat di banyak negara biasanya

berujung pada tumbuhnya dinasti politik yang memacu nepotisme dan

korupsi ekonomi serta politik. Mengangkat keluarga pada jabatan politik

bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menegasikan pengangkatan

berdasarkan kelayakan. Pada tingkat nasional, tidak dapat dinafikan terdapat

beberapa cara untuk pengangkatan yang telah digunakan untuk membawa

calon ke dalam lingkungan politik tertentu.

Pengangkatan seseorang pada jabatan politik (eksekutif) ditingkat nasional

dilakukan melalui pemilihan umum, sedangkan untuk aras lokal melalui

pemilihan kepala daerah. Baik dalam aspek politis maupun ekonomis,
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kecenderungan elite berkuasa yang mengangkat, melantik, atau memilih

bawahannya dari sanak saudara, keluarga, dan kerabat dilandaskan pada

tujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas perolehan

keuntungan ekonomi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa dinasti politik yang

memanfaatkan jejaring kekeluargaan dan kekerabatan merupakan saluran,

sumber, dan alat untuk mengekalkan kepentingan dan status quo kelompok

elit (Agustino, 2014:231-232).

2. Politik Kekerabatan

Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan

kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik

dinasti/dinasti politik memang kerap terjadi dan bahkan terjadi di sekitar

kita. Arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang

menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan

politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang

dimilikinya ataupun tidak memalui prosedur yang telah digariskan, namun

lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena

keturunan ataupun ikatan perkawinan (Purwaningsih, 2015:10).

Pengertian tersebut, tidak semua fenomena anggota keluarga yang

menduduki jabatan politik/ pemerintahan merupakan politik kekerabatan.

Meskipun berasal dari keluarga politisi ataupun keluarga yang sudah

mempunyai jabatan politik sebelumnya, apabila direkrut melalui mekanisme

demokratis dan memenuhi kualifikasi dalam rekrutmen politik, sebenarnya

bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.
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Tidak mudah mengukur sampai berapa jauh hubungan keluarga yang tepat

itu memegang peranan dalam pemilihan. Dapat diterima bahwa faktor itu

berpengaruh dalam pemilihan, juga dalam masyarakat yang menganggap

dirinya rasional. Banyak industri dan bank dikuasai oleh keluarga-keluarga

tertentu. Di sana tertumpuk pengaruh, pengetahuan kekuasaan, relasi dan

tradisi (Classen, terjemahan Soekadijo, 1974:65).

Disebutkan Balandier (1996:66) :

“Kekerabatan adalah satu dari cara-cara yang dipergunakan dalam strategi
politik mereka.”

Menurut Prewitt keluarga politik terjadi karena dua hal yaitu adanya

pewarisan ketertarikan politik dari orang tua kepada anaknya dan seorang

anak meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Aspek sosialisasi

yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor munculnya politik

kekerabatan. Selain itu, kandidat dari keluarga politik biasanya mempunyai

modal politik yang memadai yang terdiri dari jaringan politik, pendidikan,

pengalaman, dan sumber daya keuangan (Purwaningsih, 2015:103).

Di antara sistem-sistem politik yang terkenal di mana ideologi kekerabatan

memainkan peranan yang menentukan, termasuk sistem segmentar yaitu ciri

utamanya adalah kelompok lokal yang bersatu atau dasar keturunan

unilinear (mengikuti suatu garis arah keturunan) atau kepercayaan kepada

adanya keturunan yang demikian terdapat oposisi segmentar yang menjadi

ciri hubungan antar kelompok itu. Kelompok-kelompok itu dianggap

memiliki sifat korporatif yang cukup banyak memancing reaksi.
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Sehubungan dengan kekerabatan, dalam sistem segmenter memiliki

bermacam-macam hubungan sosial, termasuk hubungan politik (Middleton

dan Tait dalam Classen, terjemahan Soekadijo, 1974:68).

Jaringan kekeluargaan atau kekerabatan juga merupakan faktor penarik

pemilih yang mampu menjadi kekuatan politisi. Jaringan ini memiliki

tingkat kepercayaan penuh lantaran setiap orang merasa dapat percaya

kepada anggota keluarga mereka lebih daripada orang lain, dan jika ada

masalah maka keluarga adalah pilihan pertama dannutama untuk dimintakan

bantuan. Hubungan berlandaskan kepercayaan yang kuat ini pada gilirannya

berubah menjadi tujuan-tujuan politik (Aspinal dan Sukmajati, 2015:472).

Ketika hubungan klientelistik berkembang di luar lingkup kerabat, mereka

membutuhka  kehadiran broker yang membantu untuk memfasilitasi

keterhubungan di antara jejaring sosial. (Waterbury, 1977). Seringkali

kekerabatan dikerahkan untuk persahabatan, atau sekedar ketertarikan, dan

ini harus dilakukan juga dengan kewajiban moral dan perilaku yang kuat

dari kekeluargaan. Perpanjangan patronase ke lingkup tindakan sosial yang

lebih luas secara alami dimungkinkan melalui kekerabatan (Torsello,

2012:74).

a. Tipe Politik Kekerabatan

Terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu,

pertama; terdapat keinginan yang cukup kuat dari petahana untuk

mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik di tingkat

lokal, baik di Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menarik untuk dikaji lebih
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jauh dalam penelitian ini, mengapa fenomena politik kekerabatan justru

semakin berkembang pada era reformasi, terutama dari keluarga petahana.

Kedua; kecenderungan pembentukan politik kekerabatan ternyata

didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga

memperoleh dukungan dari elite politik. Dukungan partai-partai besar

pada kandidat dari keluarga petahana (yang bahkan bukan berasal dari

kader partai) menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai

instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan kepada aspek popularitas

kandidat (Purwaningsih, 2015:2).

b. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan adalah sistem hubungan sosial yang timbul dari

keturunan dan perkawinan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya

ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain.

Sedangkan, perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga). Sehubungan dengan menjalankan fungsinya, sistem kekerabatan

ini terlihat pada lembaga keluarga. Terdapat tiga macam bentuk keluarga,

yaitu keluarga ini, keluarga besar dan keluarga poligami. Untuk

kepentingan bersama, beberapa keluarga berusaha menggabungkan diri,

dasarnya antara lain satu keturunan mempunyai tujuan yang sama.

(Warsito, 2012:167-168)
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Sistem kekerabatan dalam praktek politik menurut Fortes dan Evans

Prichart (Anggraini, 2013) :

 Pertama, yang menunjukkan kepada masyarakat yang mempunyai

kekuasaan terpusat, hirarki, dan administratif, lembaga hukum ditetapkan

dengan jelas. Struktur, kelas dan perilaku politik menurut gambaran

territorial. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya

memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur

kekuasaan tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari

tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling kecil/rendah.

 Kedua adalah sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai

kekuasaan terpusat, mesin administrative atau pengadilan dengan

kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan tidak tertata dengan jelas.,

dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi

sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat

seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik,

sehingga prilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh

sistem pertalian keluarga.

 Ketiga adalah kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya

dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut

terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang

hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain

berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan

kelompok maupun untuk kebutuhan ternak.
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3. Patron Klien

Teori ini hadir untuk menjelaskan bahwa dalam suatu interaksi sosial

masing-masing aktor melakukan hubungan timbal-balik. Hubungan ini

dilakukan secara vertikal (satu aktor kedudukannya lebih tinggi) maupun

secara horizontal (masing-masing aktor kedudukannya sama). Istilah

“patron‟ berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti

seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan

pengaruh, sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan

yang disuruh (Usman, 2004:132).

Patron dan klien berasal dari suatu model hubungan sosial yang berlangsung

pada zaman Romawi kuno. Seorang patronus adalah bangsawan yang

memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah, yang disebut clients,

yang berada di bawah perlindungannya. Meski para klien secara hukum

adalah orang bebas, mereka tidak sepenuhnya merdeka. Mereka memiliki

hubungan dekat dengan keluarga pelindung mereka. Ikatan antara patron dan

klien mereka bangun berdasarkan hak dan kewajiban timbal balik yang

biasanya bersifat turun temurun (Pelras, 2009: 21).

Tujuan dasar dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah penyediaan

jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan pertukaran

yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah karena

tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan

keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron

menjadi tidak adil dan eksploitatif. Tidak mengherankan apabila ada
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tuntunan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji - janji

ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan

seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing–masing pihak

menemukan kesesuaian dan manfaatnya.

Ciri-ciri dominasi patrimonial ala Weber adalah :

 Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik

 Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan.

 Pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik maupun

administrasi, karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana

produksi dan administrasi.

 Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Kendati hubungan patronase berlandaskan pada nilai pertukaran

kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetaplah tidak seimbang. Hal ini

dikarenakan oleh penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya

utama (atau first order resources) yang terdapat dalam lingkup masyarakat

ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatan, pekerjaan, lisensi

dan lain-lain. Sejalan dengan fenomena ini, maka mewujud pula patron lapis

kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi

memiliki akses terhadapnya (second order resources) yang disebut sebagi

broker. Para broker yang menjadi perantara antara patron utama dengan

klien tumbuh subur di negara otokratik karena dianggap sebagai

kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki first order

resources (Santoso, 1993:22).
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Patronase dipahami sebagai wewenang untuk merekrut, mempromosikan,

membayar, dan memberhentikan personil publik. Profesialisasi dalam hal ini

mengganti patronase dengan keputusan perekrutan dan promosi berbasis

jabatan dan berorientasi prestasi. Sebuah birokrasi patronase dapat

memfasilitasi kelangsungan hidup politik dengan menyediakan pekerjaan

yang mapan, promosi dan kenaikan gaji untuk setiap pertukaran dukungan

politik. Dengan demikian, patronase adalah instrument kekuasaan yang

dapat beradaptasi dengan beragam kebutuhan petahana (Schuster, 2014)

Perbedaan dari patronase dan klientelisme yaitu patronase merujuk pada

materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada

pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada karakter

relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. (Aspinal, Sukmajati,

2015:4). Definisi klientelisme mengandung tiga hal :

 Pertama, kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari

satu pihak (patron atau klien) merupakan respin langsung terhadap

pemberian keuntungan dari pihak lain. Biasanya sumber-sumber

material ditukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya.

 Kedua, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak

seimbang antara patron dengan klien.

 Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara

terus-menerus. (Hicken dalam Aspinal dan Sukmajati, 2015:4-5)

Selain patronase dan klientelisme terdapat pula jaringan perantara suara atau

broker. Broker ditingkat akar rumput memainkan peran sangat vital dalam
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relasi antara kandidat dan pemilih. Mereka biasanya merupakan tokoh-tokoh

formal, informal, atau juga anggota masyarakat biasa yang bekerja atas

nama kandidat. Tugas utama mereka adalah membujuk para tetangga dan

kenalan mereka untuk memilih sang kandidat (Aspinal dan Sukmajati,

2015:33).

Alasan penting adanya jaringan broker yaitu semua kandidat terutama yang

berhadapan dengan konstituensi yang sangat besar, menyadari bahwa

mereka sangat tidak mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan

banyak pemilih. Karenanya, mereka butuh agen yang bisa bekerja atas nama

mereka, mengorganisir kampanye dan menyampaikan informasi tentang

profil mereka kepada pemilih. (Aspinal dan Sukmajati, 2015:33).

Stokes dan rekannya menjelaskan variasi, motivasi, dan logika broker itu

sendiri dengan menyesuaikan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap

broker, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dari kandidat yang mereka

layani. Perbedaan dari jenis broker yaitu masalah kesetiaan. Jenis pertama,

predasi ketika broker mengambil alih sumber daya yang dimaksudkan untuk

pemilih atau anggota lainnya. Jenis kedua, pembelotan yang terjadi ketika

broker menyimpang untuk mendukung kandidat lainnya (Aspinall, 2013).

Tiga bentuk dasar dari jaringan broker suara yang digunakan di Indonesia,

yaitu :

a. Tim Sukses

Tim sukses merupakan bentuk jaringan broker suara yang paling umum

digunakan oleh kandidat dan biasanya bersifat personal yang mempunyai
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fungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual,

meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat

dalam bentuk kampanye ‘tandem’. Sering kali tim sukses membidik

teman dekat, tetangga, relasi bisnis, keluarga, atau relasi-relasi lainnya.

Masalah ‘timbak-balik’ antara kandidat dan pemilih mempengaruhi

relasi antara kandidat dan tim sukses. Kandidat biasanya sangat peduli

terhadap isu-isu penggelapan, kelambanan, dan penyelewengan yang

dilakukan oleh para broker. Masalah-masalah ini lah yang membuat

kehadiran tim sukses tidak dapat menjamin realisasi dari harapan

kandidat untuk mendapatkan dukungan dari pemilih (Aspinal dan

Sukmajati, 2014:35-37).

b. Mesin-mesin jaringan sosial

Selain menggunakan tim sukses yang terorganisir berdasarkan teritori,

para kandidat juga sering mendapatkan dukungan dari para tokoh

masyarakat yang berpengaruh. Harapannya, para tokoh ini bisa

mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan

dukungan bagi kandidat. Mereka memanfaatkan kepercayaan sosial

(social trust) yang ada dalam dalam suatu jaringan agar mereka

mendapatkan dukungan politik. Kepercayaan terhadap para tokoh

masyarakat biasanya terkait dengan distribusi pemberian club goods.

Ketika kandidat merekrut pemimpin dari komunitas tertentu, mereka

biasanya memberikan sesuatu yang secara kolektif bermanfaat bagi

komunitas tersebut (Aspinal dan Sukmajati, 2014:38-39).
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c. Partai politik

Kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai politik mampu

mendominasi partai dan secara efektif mampu dapat membuat

kepengurusan di tingkatan cabang dari partai tersebut untuk menjadi tim

sukses pribadinya. Selanjutnya, kandidat tersebut memanfaatkan partai

politik untuk mempromosikan agenda kampanye pribadinya. Dengan

demikian, struktur partai politik kemudian cenderung diasosiasikan

dengan pengurus partai yang menjadi kandidat (Aspinal dan Sukmajati,

2015:39-40).

Terdapat beberapa tambahan teori untuk memperkuat teori di atas yaitu

dilihat dari modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi dari kandidat

yang mencalonkan diri di pemilihan umum ataupun pemilihan kepala

daerah.

 Menurut Bourdieu (1993) modal sosial termanifestasikan melalui

hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan

sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi

kedudukan-kedudukan sosial. Modal sosial atau jaringan sosial ini

dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan

pihak lain yang memiliki kuasa (dalam Krisdinanto, 2014:203).

 Modal sosial juga mengukur semua sumber daya yang berkaitan dengan

kepemilikan jaringan sosial berkelanjutan dari semua relasi dan semua

orang yang dikenal. Jadi hakikatnya modal sosial adalah hubungan
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sosial yang terjalin dalam masyarakat yang mencerminkan hasil

interaksi sosial dalam jangka waktu yang sangat lama. Sehingga terjalin

pola kerjasama, menghasilkan jaringan dan pertukaran sosial, (trust)

saling percaya (Bourdieu, 1996).

 Modal ekonomi adalah sumber daya ekonomi individu atau segala

bentuk kekayaan materi yang dimiliki oleh agen termaksuk pendapatan,

warisan, investasi, atau tabungan yang berwujud uang, giro, emas, dan

perhiasan, saham, tanah, rumah serta barang mewah lain. Bisa juga

berupa alat-alat produksi dan materi. Komponen modal ekonmi bersifat

nyata, kasat mata dan dapat dipegang (Bourdieu, 1986).

 Modal ekonomi juga merupakan modal yang secara langsung bisa

ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi

merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan dan fleksibel

karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau

ditransformasi ke dalam ranah-ranah lain serta fleksibel untuk diberikan

atau diwariskan pada orang lain (Krisdinanto, 2014:203).

 Modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang

dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk

menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat

posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan (Casey, 2009).

 Bentuk modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang

digabungkan kedalam sebuah tindakan, dan sebagian juga dihasilkan
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oleh basis material tersebut. Modal politik juga dipandang sebagai basis

dominasi, beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal

lainnya, yang artinya modal bersifat dapat ditukar.(Bourdieu,

1986:249).

Sejalan dengan masalah tersebut di atas, transformasi politik yang tengah

berlaku di Indonesia di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat,

telah memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi.

Hal Ini karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang

bagi patronase (logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi.

Para kepala daerah terpilih berusaha menggunakan kedudukannya untuk

memainkan peranan sebagai pemilik sumber utama. Peranan ini bukanlah

satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh para kepala daerah, melalui

kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai banyak peluang

untuk menggunakan institusi publik sebagai domain kekuasaannya, serta

mendistribusikan public resources yang berada di bawah kendalinya

sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan (Agustino,

2014:71)

B. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Seperti yang diungkap Abdul Asri, mengatakan bahwa Pilkada langsung

merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada

mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan

sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan

perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui pilkada langsung rakyat semakin
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berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah

ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang

mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung

dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari

demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga

berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin (Harahap

2005:122).

Menurut Suharizal dalam perspektif filosofis munculnya gagasan pilkada

secara langsung merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk

memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala Daerah secara

langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang bertanggungjawab dan

didukung oleh rakyat. Secara normatif, berdasarkan ukuran demokrasi

pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan dan harapan bagi

pertumbuhan, pedalaman, dan perluasan demokrasi lokal.

 Pertama, pilkada langsung membuka ruang partisipasi yang lebih luas

bagi warga negara dalam proses demokrasi dan menentukan

kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi

perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan

rekruitmen politik di tangan segelintir orang DPRD.

 Kedua, dari sisi kompetisi politik, pillkada langsung memungkinkan

munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing

serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang

yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam

demokrasi perwakilan.



29

 Ketiga, sistem demokrasi langsung memberi peluang bagi warga untuk

mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi

oleh kepentingan-kepentingan elit politik seperti kasat mata muncul dalam

sistem demokrasi perwakilan.

 Keempat, pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan

figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate (Suharizal, 2011:

6).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya

pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan

berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang

menjadi esensi dari demokrasi.

1. Pilkada Dilihat Sebagai Aspek Positif

Pilkada atau pemilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan

sekaligus proses demokrasi di aras lokal. Ini karena mekanisme ini hanya

member ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada

6aspek pemberian suara semata. Setidaknya ada beberapa argumen bahwa

pemilukada bermanfaat bagi pembangunan dan pendalaman demokrasi

politik melalui logika dan caranya sendiri. (Agustino, 2014:131)

 Pertama, pemilukada memantapkan legitimasi politik pemerintah

daerah. Oleh karena pemerintah daerah berangkat dari ketulusan

warga memilih pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan

langsung, maka otomatis kondisi ini akan melembagakan

legitimasi kepala daerah. Partisipasi rakyat dan geliat partai politik

diperingkat lokal dapat dijustifikasi memantapkan demokrasi
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karena member legitimasi yang kukuh kepada kepala daerah, sebab

mereka dipilih langsung oleh rakyat sang pemilik kedaulatan.

 Kedua, pemilukada mendorong wujudnya akuntabilitas dan

responsivitas pimpinan daerah. Pemilihan kepala daerah langsung

yang dikombinasikan dengan kebijakan otonomi mencetuskan

pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan responsif atas

berbagai keperluan rakyat.

 Ketiga, pemilukada mewujudkan pengembangan dan

pemberdayaan kewargaan (citizenship). Pemilihan kepala daerah di

level lokal sedikit banyak mendorong kadar partisipasi masyarakat

dalam hal kepolitikan, sekaligus juga menumbuhkembangkan

modal sosial kewargaan sesama mereka.

 Keempat, pemilukada turut melembagakan mekanisme checks and

balances (pengawasan dan perimbngan) antarlembaga di daerah,

terutama lembaga eksekutif dan legislatif sehingga menutup

kemungkinan terjadinya kekuatan di satu lembaga.

 Kelima, pemilukada menciptakan kesempatan bagi partai politik

untuk turut ambil bagian dalam pembangunan daerah.

 Keenam, pemilukada juga berdampak pada munculnya calon-calon

perempuan yang bertanding menjadi kepala daerah. (Agustino,

2014:131-136)
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2. Pilkada Dilihat Sebagai Aspek Negatif

Pemilukada menciptakan deepening democracy di level lokal, namun

bukan berarti hal ini meniadakan sama sekali impak negatif pemilukada

bagi pembangunan politik di daerah. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi

masalah dalam pemilihan langsung kepala daerah.

 Pertama, mengekalnya fenomena golongan putih (Golput) atau

sikap tidak memilih para pemilih yang mempunyai hak pilih

menjadi isu abadi dalam pelaksanaan pemilukada mulai dari

pertama kali diselenggarakan hingga saat ini.

 Kedua, mengokohnya pragmatisme partai politik. Pragmatisme

politik yang dilakukan oleh partai bukanlah semata-mata terjadi di

tingkat daerah (subnasional), khususnya dalam pemilukada tetapi

juga merupakan fenomena yang telah terjadi di tingkat nasional.

Untuk level subnasional, hal ini misalnya dengan mudah diamati

apabila politik kepartaian menunjukkan wajahnya yang saling

bertolak belakang; di satu sisi mereka saling bersaing sengit untuk

mendapatkan suara pemilih dalam konteks pemilu nasional, tapi di

sisi lain mereka bekerjasama dalam pemilu subnasional

(pemilukada).

 Ketiga, munculnya pemerintahan minoritas dalam kekuatan

parlemen yang mayoritas. Kondisi timpang seperti ini

mengakibatkan munculnya instabilitas politik di daerah. Ini

disebabkan oleh persentase koalisi partai yang mendukung kepala

daerah tidak cukup besar berbanding koalisi lain yang kalah
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walauun kandidat dari partai minoritas akhirnya menang dengan

jumlah suara mayoritas sederhana. (Agustino, 2014:138-144)

Tambahan lainnya dari segi negatif pemilihan yaitu para kandidat

memfokuskan kegiatan mereka pada distibusi partikularistik, ini mungkin

melibatkan hadiah dan suap, baik diberikan langsung sebelum pemilihan

atau antara periode pemilihan.  Pencarian suara pribadi mempunyai

dampaik yang negatif terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Hal ini

menyebabkan korupsi dan pencarian suara untuk pribadi memiliki tingkat

yang sejajar (Allen, 2012.)

C. Kerangka Pikir

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di suatu tempat harus dilaksanakan secara

transparan dan terbuka juga jujur dan adil, artinya pemerintah harus memantau

setiap gerakan yang dilakukan oleh pasangan calon saat melakukan kampanye.

Dari visi dan misi serta keterangan tentang pasangan calon yang akan maju di

pilkada harus benar-benar diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat bisa

mengambil keputusan yang terbaik untuk pilihannya.

Jika dilihat berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya masyarakat

memperhatikan bagaimana pilihannya atau bagaimana masyarakat menilai

tentang pasangan calon yang maju dalam pilkada, apakah kerabat dari pejabat

sebelumnya mampu memimpin daerah yang sama. Berdasarkan hal tersebut,

penulis ingin mengetahui bagaimana fenomena politik kekerabatan yang terjadi
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di pilkada Lampung Barat 2017 ditinjau dari teori Aspinall dan Sukmajati

melalui tiga bentuk jaringan broker yaitu tim sukses, mesin-mesin jaringan

sosial, dan partai politik dengan melihat seberapa pengaruh kerabat yang

berada di tim sukses, mesin-mesin jaringan sosial dan partai politiknya. Dengan

begitu, diharapkan peneliti dapat melihat bagaimana fenomena politik

kekerabatan dalam pilkada Lampung Barat 2017, berikut bagan kerangka

pikirnya :
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Gambar 2. Kerangka Pikir

Mukhlis Basri Kepala Daerah Lampung
Barat dua periode (tahun 2007-2012 dan

tahun 2012-2017)

Kemenangan Parosil Mabsus sebagai
Kepala Daerah Lampung Barat tahun
2017 yang merupakan adik kandung

Mukhlis Basri.

Parosil Mabsus adalah Anggota DPRD
Lampung Barat selama tiga periode dan

menjabat sebagai Ketua DPC PDI
Perjuangan Lampung Barat.

Kemampuan Parosil Mabsus dilihat
dari segi :

Modal Politik, Modal Sosial dan
Modal Ekonomi

Bentuk jaringan broker :

1. Tim sukses
Merupakan gabungan relawan yang bernama Koalisi Lampung Barat Hebat, terdari dari
anggota partai pengusung dan keluarga serta masyarakat yang ingin memenangkan Parosil
Mabsus.

2. Mesin-mesin jaringan sosial
Bagian dari masyarakat yang mampu mengarahkan masyarakat dari lapisan terbawah untuk
mendukung Parosil dan mempunyai kepercayaan tinggi di masyarakat.

3. Partai politik
Kendaraan pencalonan kepala daerah, Parosil berasal dari PDI Perjuangan dan diusung juga
oleh empat partai. Parosil Mabsus dan Mukhlis Basri berasal dari partai yang sama.

(Aspinall dan Sukmajati)

Adanya politik kekerabatan dalam
Pilkada Lampung Barat tahun 2017



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang

mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan. Dalam hal ini

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif data

yang di kumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada

angka-angka (Moleong, 1989).

Penggunaan metode kualitatif membutuhkan kesungguhan dalam pengamatan,

empati, abstraksi, dan interprestasi melalui verstehen, dengan implikasi

metodologi (1) memusatkan perhatian observasi pada praktik social dari

fenomena yang terjadi, (2) menggali lebih dalam berbagai aspek dan informasi

para pelaku serta memperhatikan dimensi structural-kultural yang ada, dan (3)

memanfaatkan semaksimal mungkin triangulasi data Penelitian kualitatif lebih

menekankan proses dari pada produk, sehingga dalam hal ini peneliti lebih

banyak mempertanyakan “bagaimana” atau “mengapa” dari pada apa karena

proses terjadinya sesuatu itu lebih penting dari pada adanya sesuatu. Dalam

melakukan lebih verstehen itu, seorang peneliti harus masuk dalam pikiran

subyek penelitian. Oleh karena itu, penggunaan metode pengamatan dan

wawancara yang intensif perlu di lakukan agar mampu menyibak orientasi
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subjek atau ‘dunia kehidupannya’, melakukan analisa dari kelompok kecil,

dan memahami keadaan sosial agar mengetahui bagaimana rutinitas itu

berlangsung.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat ini dan

selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.  Ciri-ciri

umum metode deskriptif adalah memusatkan perhatian terhadap masalah-

masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (masa sekarang) atau

masalah-masalah yang bersifat aktual, serta menggambarkan fakta-fakta

tentang masalahyang diselidiki sebagaimana adanya disertai interprestasi

rasional. (Widi, 2010:84).

Desain penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk mendapatkan deskripsi

tentang suatu fenomena tau menguji hubungan antar fenomena. Dalam desain

ini, peneliti tidak melakukan manipulasi perlakuan atau penempatan subjek

penelitian.

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai fenomena politik

kekerabatan dalam pilkada Lampung Barat tahun 2017 kemarin, baik pendapat

dari pendukung pasangan calon, saingan pasangan calon, dan beberapa

masyarakat yang netral.
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B. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi

pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau

orang yang dipandang ahli. Fokus penelitian ini juga masih bersifat sementara

dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. (Sugiyono, 2014:290).

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka pikir yaitu

fenomena politik kekerabatan yang terjadi di pilkada Lampung Barat 2017

dari teori Aspinall dan Sukmajati dengan melihat melalui tiga bentuk jaringan

broker yaitu :

1. Tim sukses

Tim sukses merupakan bentuk jaringan broker suara yang paling

umum digunakan oleh kandidat dan biasanya bersifat personal yang

mempunyai fungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat. Peneliti

menyimpulkan bahwa tim sukses turun ke lapangan agar masyarakat

lebih mengenal pasangan calon kepala daerah. Tim sukses yang

bersifat struktur dan terorganisir juga dapat menyentuh masyarakat

hingga ke bagian paling bawah.

Berdasarkan turun lapangan yang dilakukan Peneliti, tim sukses yang

terjaring dalam pemenangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin berasal

dari semua lapisan golongan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi

Lampung Barat Hebat ditemukan juga keluarga yang ikut menjadi tim

sukses Parosil Mabsus. Dibantu dengan anggota partai yang ikut

mensukseskan kemenangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.
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2. Mesin-mesin jaringan sosial

Para kandidat juga sering mendapatkan dukungan dari para tokoh-

tokoh yang berpengaruh. Harapannya, para tokoh ini bisa

mengarahkan jaringan sosial yang dimilikinya untuk memberikan

dukungan bagi kandidat. Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat

lebih percaya kepada tokoh-tokoh yang ada disekitarnya dan

kepercayaan sosial ini mampu untuk menarik pemilih.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat tokoh masyarakat yang ikut

mengkampanyekan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin yaitu tokoh

masyarakat Tanjung Raya Kecamatan Sukau, tokoh masyarakat

Sedampah Kecamatan Balik Bukit, tokoh masyarakat Hanakau dan

lain sebagainya. Mukhlis Basri yang juga merupakan tokoh, ikut

membantu mengkampanyekan Parosil Mabsus.

3. Partai Politik

Partai politik yang merupakan kendaraan bagi kandidat untuk

mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Kandidat yang menjabat

sebagai pengurus utama partai politik mampu mendominasi partai.

Peneliti menyimpulkan dengan memiliki partai politik yang besar dan

dominan, mampu meraih suara pemilih yang lebih besar.

Partai politik yang tergabung untuk memenangkan Parosil Mabsus dan

Mad Hasnurin saat pilkada Lampung Barat 2017 yaitu PDI

Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Bulan Bintang, Partai

Amanat Nasional dan PKPI. Dari gabungan lima partai tersebut,
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Koalisi Lampung Barat Hebat memiliki 18 kursi dari minimal tujuh

kursi yang dipersyaratkan.

Berdasarkan tiga hal tersebut, ditunjang pula melalui teori modal ekonomi,

modal politik, serta modal sosial yang dimiliki oleh Parosil Mabsus. Dengan

begitu, diharapkan peneliti dapat melihat bagaimana fenomena politik

kekerabatan dalam pilkada Lampung Barat 2017.

C. Lokasi Penelitian

Penetapan penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi

penelitian yang dipilih berdasarkan suatu pertimbangan dan diambil

berdasarkan tujuan penelitian.

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat dilakukannya penelitian.

Secara umum ada tiga jenis penelitian berdasarkan tempatnya. Hal ini juga

akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam metode pelaksanaan penelitian

(Widi, 2010 : 52–53)

1. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan

langsung di lapangan.

2. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang

hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan.

3. Penelitian laboratorium (laboratory research) banyak berhubungan

dengan penelitian bidang eksakta (sains dan rekayasa).
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Dilihat dari penelitian ini, Peneliti menggunakan penelitian lapangan dan

kepustakaan untuk melengkapi data. Pada penelitian ini lokasi penelitian

merupakan tempat-tempat yang dijadikan sasaran dalam proses pengambilan

data. Lokasi terkait adalah Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak

serta Bandar Lampung. Daerah tersebut merupakan lokasi Peneliti melakukan

wawancara dengan informan.

D. Jenis dan Sumber Data

Kriteria dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti yaitu data yang

sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap,

tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian

yang didaptkan melalui dua sumber data (Sugiyono, 2013:2) , yaitu :

1. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil

wawancara antara peneliti dan informan yang memiliki keterkaitan

dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan kepada informan

yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara

mengenai bagaimana fenomena politik kekerabatan dalam pilkada

Lampung Barat tahun 2017.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dari tanggal 27 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 12 September 2018. Wawancara dilakukan

Peneliti dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disusun
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sebelumnya mengenai politik kekerabatan yang terjadi dalam pilkada

Lampung Barat 2017.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai

sumber yang ada. Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna

mencari berita mengenai bagaimana tentang politik kekerabatan yang

terjadi di pilkada Lampung Barat pada tahun 2017. Pada penelitian ini,

sumber data sekunder yang digunakan berupa berita surat kabar, berita

dari website, artikel, jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan

politik kekerabatan tersebut.

E. Informan

Informan menurut Prastowo (2010:147) adalah orang yang diperkirakan

menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek

penelitian. Pada sebuah penelitian, penentuan informan sangat penting

dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat untuk

mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan pendukung penelitian.

Nasution (dalam Prastowo, 2016: 44) mengungkapkan bahwa metode

kualitatif tidak menggunakan random sampling atau acak dan tidak

menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit

dan dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian. Menurut Maxwell (dalam

Alwasilah, 2011:103) terdapat empat tujuan digunakannya sampel purposif:
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1. Mencapai keterwakilan (representativeness) dari setting, individu-individu

dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.

2. Menggabarkan secara memadai heterogenitas populasi.

3. Memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis

terhadap teori yang dijadikan acuan studi.

4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan

atas perbedaan yang terjadi antara setting dan individu.

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan

kebutuhan penelitian yang dilakukan. Informan ditentukan melalui

pertimbangan – pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dipakai dalam

penelitian ini menitikberatkan pada pihak pengusung Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, pihak oposisi atau pihak yang bukan pengusung Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga pihak netral. Berikut ini adalah

informan yang Peneliti wawancarai :

Tabel 4. Informan Penelitian

Sumber : Dioalah Peneliti (2018)

No Nama Informan Jabatan

1 Ihrom Rusli Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan
Lampung Barat

2 Syukur Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Barat
3 Yohansyah Akmal, S.H Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa

Lampung Barat
4 Abdul Rosid Sekretaris DPC Partai Demokrat Lampung

Barat
5 Abdul Gani Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Lampung Barat
6 Supriyadi Tokoh Masyarakat
7 M. Lutfil Fuad Tokoh Agama
8 Denta Irawan Tokoh Pemuda
9 Mat Toipi Tokoh Adat
10 Dedi Hermawan Akademisi/Pengamat Politik
11 Arizka Warga Negara Akademisi/Pengamat Politik
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F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar sehingga mampu menjawab persoalan

yang diteliti maka teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Wawancara

Wawancara kualitatif rata-rata satu setengah jam hingga dua jam

lamanya, memungkinkan interaksi yang diperpanjang dengan

responden. Kerangka waktu ini memungkinkan pewawancara yang

kompeten untuk membuat hubungan dengan responden dan untuk

membentuk suatu iklim kepercayaan. Menurut Haden (dalam Emzir,

2010:50) wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, satu

orang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada

orang yang diteliti tentang pendapat dan keyakinannya.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan pada informan yang

dirasakan dapat menjawab mengenai fenomena politik kekerabatan

yang terjadi dalam pilkada Lampung Barat 2017. Wawancara dilakukan

dari tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September

2018.

2. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan metode

wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara

akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto
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atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2013:240). Pada

penelitian ini, Peneliti menggunakan recorder untuk merekam

percakapan dengan informan dan menggunakan kamera untuk

mendapatkan foto dari informan tersebut.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakuakan pengumpulan data dengan wawancara, tahap selanjutnya

yaitu pengolahan data penelitian. Peneliti melakukan dua tahapan dalam

proses pengolahan data, yaitu :

1. Editing

Proses ini merupakan proses dimana peneliti meneliti kembali data

yang telah diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun

dokumentasi guna menghindari kekeliruan ataupun kesalahan dalam

penelitian. Pada tahap editing ini peneliti menyajikan hasil observasi,

wawancara, dan dokumentasi dari pendapat masyarakat tersebut dengan

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti

sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

2. Interpretasi

Proses ini dilakukan guna memperoleh arti dan makna yang sebenarnya

yang lebih mendalam dan meluas terhadap hasil penelitian.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil

penelitian secara teoritis yang relevan dengan informasi yang diperoleh

(Moleong, 2014:151).
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Pada penelitian ini, Peneliti menjabarkan dari berbagai data yang telah

melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksaan

interpretasi tersebut dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa

kalimat deskriptif. Data yang telah memiliki makna kemudian

dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan

dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Dikemukakan Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas 4 tahap,

yaitu reduksi data (data reduction), peragaan data (data display), penarikan

kesimpulan (conclusion drawing), dan verifikasi. Untuk lebih jelasnya, yaitu :

1. Reduksi Data, yakni data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke

dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan

pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya kemudian disusun secara

sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil

penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti.

2. Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan

gambaran penelitian secara menyeluruh yakni untuk melihat gambaran

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dapat

dituangkan dalam berbagai macam matriks, grafik jaringan dan bagan

atau bisa pula dalam bentuk naratif saja.

Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi

deskripsi. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi
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untuk menggambarkan kejadian di lapangan. Pada penelitian ini, catatan

penting dalam penelitian disajikan dalam bentuk naratif untuk

mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan dilanjutkan

dengan penyajian data dalam bentuk tabel, Peneliti menyajikan dalam

bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi menjadi

bentuk yang padu.

3. Kesimpulan (Verifikasi data) merupakan tahap terakhir dalam

menganalisis data dengan menguji keabsahannya melalui validitas

internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan,

reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji

kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap

mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar

mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. (Morissan, 27:2012).

Pada penelitian ini, Peneliti menarik kesimpulan dengan melakukan

penggunaan penulisan yang tepat sesuai dengan data yang telah

mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap

catatan-catatan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada

dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab

tujuan penelitian.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu cara yang dilakukan

oleh peneliti agar dapat melihat keabsahan atau validitas data yang telah
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diperoleh selama penelitian berlangsung dengan cara mengecek kembali

sumber informasi yang telah didapat.

Fokus peneliti disini berfokus kepada model triangulasi. Menurut (Emzir,

2010: 82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu

yang berbeda dalam deskripsi tema-tema dalam penelitian kualitatif. Dengan

demikian maka teknik validasi data yang penulis gunakan dalam penelitian

adalah triangulasi teknik pengumpulan data, untuk memudahkan peneliti

karena teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, maka saat

melakukan pengumpulan data secara otomatis penulis secara bersamaan

melakukan validitas data yang peneliti peroleh.

Jadi, dengan melakukan teknik trianggulasi disini peneliti dapat mengecek

kembali hasil informasi yang telah didapat dengan sumber yang telah ada,

guna mendapatkan data yang benar-benar valid. Pada penelitian ini, teknik

triangulasi yang peneliti gunakan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai

keabsahan data yaitu :

1. Triangulasi data, Peneliti menggunakan sumber data seperti dokumen

Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan berita online.

2. Triangulasi metode yaitu dengan menggunakan metode seperti

wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini, Peneliti

menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi yang

melibatkan informan dari berbagai pihak untuk melihat politik

kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat memiliki visi yaitu: “Terwujudnya Lampung

Barat Hebat dan Sejahtera”. Visi ini bermakna, masyarakat yang memiliki

keadaan ekonomi yang lebih baik, juga menggambarkan keadaan makmur,

sehat dan damai. Visi ini pun bermakna :

Hebat : Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa

Sejahtera : Merupakan tujuan akhir atau keadaan yang diharapkan

Misi Lampung Barat yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur

secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan

bencana dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas

dan berdaya saing.

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis

dan agrowisata berbasis sumberdaya lokal.
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4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,

berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

6. Program pembangunan

Tabel. 5 Data Luasan Wilayah Kabupaten Lampung Barat

No Kecamatan Ibukota
Kecamatan

Luas
(Km²)

Jumlah
Desa

Jumlah
Penduduk
(Orang)

Kepadatan
Penduduk
(Orang/Km²)

1 Balik Bukit Liwa 175,63 10 37.873 215,64
2 Bandar

Negeri Suoh
Suoh 170,85 10 27.169 106,54

3 Batu Brak Kegeringan 261,60 11 13.012 49,75
4 Batu Ketulis Bakhu 103,70 10 14.929 143,96
5 Belalau Kenali 217,93 10 12.490 57,31
6 Sukau Buay

Nyerupa
223,10 10 21.095 94,55

7 Lumbok
Seminung

Lumbok 22,40 11 6.699 299,06

8 Sekincau Pampangan 118,28 4 18.418 155,72
9 Suoh Bandar

Agung
170,77 7 18.202 159,10

10 Pagar Dewa Pagar Dewa 110,19 10 19.926 180,83
11 Sumber Jaya Tugu Sari 195,38 5 23.789 121,76
12 Way Tenong Mutar

Alam
116,67 8 33.616 288,13

13 Gedung
Surian

Gedung
Surian

87,14 5 15.458 177,39

14 Kebun Tebu Pura Jaya 14,58 10 20.943 1436,42
15 Air Hitam Sumber

Alam
76,23 10 12.070 158,34

Sumber : lampungbaratkab.bps.go.id diakses pada 28 Agustus 2018
pukul 22.03 WIB

B. Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Barat

Awal penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II

Lampung Barat dimulai dan ditandai dengan peresmian pada tanggal 24
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September 1991 oleh Menteri Dalam Negeri (Rudini) bersamaan dengan

itu pula Dilantik Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat

yang pertama yaitu Hakim Saleh Umpu Singa Bupati yang pertama ini

memang belum melalui pemilihan karena DPRD Kabupaten Daerah

Tingkat II Lampung Barat belum terbentuk, namun peran fungsi dan

wewenang serta kedudukannya tetap sama dengan Kepala Daerah Tingkat

II lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 16 Februari 1992 lembaga DPRD antar waktu terbentuk

dengan jumlah anggota 32 orang, jumlah ini berdasarkan hasil

pertimbangan suara yang diperoleh masing-masing kontestan pada pemilu

1987. Sebagaimana amanat Undang-undang nomor 5 tahun 1974 jungto

Permendagri nomor : 10 tahun 1974 DPRD dibebankan tugas untuk

memilih Kepala Daerah yang benar-benar merupakan pencerminan

aspirasi masyarakat Lampung Barat, pemilihannya dilaksanakan pada

tanggal 6 Juni 1992 dalam sidang paripurna khusus DPRD Kabupaten

Daerah Tingkat II Lampung Barat dan hasilnya ternyata Letkol Chb

Hakim Saleh Umpu Singa masih dipercaya untuk menjadi Bupati Kepala

Daerah Tk.II Lampung Barat selama masa bakti 1992-1997 dan dilantik

pada tanggal 01 Juli 1992 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri.
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Perkembangan sistem pemerintahan dan dinamika politik yang terjadi di

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat tongkat kepemimpinan

dilanjutkan oleh Letkol I Wayan Dirpha yang dipilih berdasarkan hasil

pemilihan Bupati oleh DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Barat pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II lampung

Barat. Pada masa transisi sebelum di lantiknya Bupati terpilih tahun 1997

maka, roda pemerintahan diamanahkan kepada Drs. Indra Ismail yang

ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Tingkat I

Lampung. Pada tahun 1997-2002 Lampung Barat dipimpin oleh Letkol I

Wayan Dirpha.

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839

maka sistem pemerintahan dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan

secara nasional mengalami perubahan signifikan dimana sistem dan

mekanisme pemerintahan otonomi daerah yang bertanggungjawab

dilaksanakan dan penyebutan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II

Lampung Barat pun berubah menjadi pemerintah Kabupaten Lampung

Barat.

Penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaaan pembangunan di

Kabupaten Lampung Barat Periode 2002-2007 dipimimpin oleh Ir.Erwin

Nizar, M.Si yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Bupati oleh DPRD

Kabupaten Lampung Barat pada rapat paripurna DPRD Pemerintah
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Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat. Dengan berlakunya undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka,

masyarakat Lampung Barat pada tahun 2007 diberikan kesempatan untuk

memilih Bupati/Wakil Bupati secara langsung melalui mekanisme

pemilukada.

Hasil pemilukada Lampung Barat tahun 2007 terpilih pasangan Drs.

Mukhlis Basri dan Drs. Dimyati Amin sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Barat Periode 2007-2012 yang dikukuhkan melalui Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mardiyanto) nomor

132.18.528 tahun 2007 tanggal 30 November 2007. Pemilihan kepala

daerah pertama ini digelar pada tanggal 6 November 2007 dengan tiga

pasang calon, yaitu pertama Mukhlis Basri dan Dimyati Amin, kedua

Erwin Nizar dan Kuswanto, dan I Wayan Dirpha dan Heru Sambodo. Pada

pilkada tahun 2007 Mukhlis Basri dan Dimyati Amin diusung oleh PDI

Perjuangan, PPP, PKB, dan Partai Demokrat.

Pada pilkada Lampung Barat tahun 2012 terdapat dua pasang calon yaitu

Mukhlis Basri-Makmur Azhari dan Khattob Jalaludi-Erwin Suhendra.

Partai pengusung Mukhlis Basri dan Makmur Azhari saat itu terdapat 10

partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar,

PPP, PKPI, PKS, PKB, Partai Gerindra dan Partai Merdeka. Pilkada 2012

tersebut dimenangkan oleh Mukhlis Basri dan Makmur Azhari. dengan

perolehan suara sebagai berikut :
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Tabel 6. Perolehan Suara pada Pilkada Lampung Barat 2012

Sumber : www.kpud.lampungbaratkab.go.id (diakses pada 13 Desember
2017 pukul 11.12)

Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Lampung Barat tahun 2017

diikuti dua pasang calon yaitu Parosil Mabsus-Mad Hasnurin dan Edy

Irawan-Ulul Azmi. Pilkada Lampung Barat 2017 dimenangkan oleh

Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin dengan perolehan suara 57,01 persen.

Partai pengusung Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin terdapat lima partai

yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PKPI, dan PBB. Dari

gabungan lima partai tersebut, Koalisi Lampung Barat Hebat memiliki 18

kursi dari minimal 7 kursi yang dipersyaratkan.
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C. Profil Parosil Mabsus

Parosil Mabsus lahir di Sinarjaya, Lampung Barat, 12 Maret 1974

merupakan Bupati Lampung Barat yang terpilih ketika Pemilihan Kepala

Daerah Serentak tahun 2017 untuk periode 2017-2022 yang berasal dari

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Parosil Mabsus

merupakan adik dari Bupati Lampung Barat periode 2007-2017 Mukhlis

Basri. Sebelum menjadi Bupati Lampung Barat, Ia merupakan anggota

DPRD Lampung Barat pada periode 2004-2009, 2009-2014 hingga 2014-

2017. Selain itu, Parosil Mabsus juga merupakan Ketua DPC PDI

Perjuangan Lampung Barat.

Pada pemilihan legislatif tahun 2014, Parosil Mabsus memperoleh suara

tertinggi di partainya. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan(PDI-P)

memperoleh 44% atau sebesar 22.551 suara sah di Lampung Barat-1.

Jumlah suara tersebut tersebar di 5 (Lima) Kecamatan yang ada di Dapil

Lampung Barat 1. Suara sah yang diperoleh terdiri dari suara Partai

sejumlah 18% / 4.082 suara sah dan 82% sisanya adalah suara sah

masingmasing calon. Suara calon yang tertinggi diraih oleh Hi. Parosil

Mabsus, S.Pd. sebesar 23% / 32.083 suara.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan turun lapangan yang dilakukan oleh Peneliti dan

mendapatkan data lalu dilakukannya penyajian data pada hasil, juga

analisis pada pembahasan yang dilakukan oleh Peneliti. Menghasilkan

jawaban dari rumusan masalah tentang fenomena Politik Kekerabatan

dalam Pilkada Lampung Barat tahun 2017, maka ditarik kesimpulan

bahwa pada Pilkada Lampung Barat 2017 kemenangan yang diperoleh

Parosil Mabsus bukan sebuah politik kekerabatan dengan dilihat dari

beberapa aspek

Pada Pilkada Lampung Barat tahun 2017, kemenangan Parosil

Mabsus didukung oleh beberapa aspek berikut ini :

1. Tim Sukses

Pengerahan tim sukses dari Parosil Mabsus terlihat dari

kesuksesan yang diraih berkat kerja keras tim sukses tersebut.

Demi keinginan calon yang dijagokannya menang tim sukses

mengerahkan sekuat tenaga untuk turun kepada masyarakat untuk

memperkenalkan calon kepala daerah yang dijagokannya.
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Terdapatnya kerabat Parosil Mabsus dalam tim sukses. Saudara

atau kerabat akan mendukung jika terdapat keluarga yang

mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tetapi, jika saudara

tersebut berasal dari birokrasi, tidak bisa terang-terangan

mendukung. Setiap keluarga mempunyai tuntutan untuk

mendukung keluarganya tersebut, baik dalam segi politik ataupun

bukan.

2. Mesin-mesin jaringan Sosial

Pengaruh Mukhlis Basri di masyarakat masih sangat kuat atas

kemenangan Parosil Mabsus. Mukhlis Basri merupakan Kepala

Daerah Lampung Barat selama sepuluh tahun terakhir adalah

kakak kandung dari Parosil Mabsus yang menang saat pilkada

Lampung Barat 2017 kemarin. Mukhlis Basri yang dianggap

tokoh Lampung Barat memberikan kontribusi cukup kuat untuk

kemenangan Parosil Mabsus.

Tetapi tidak terdapat arahan dari Mukhlis Basri atas majunya

Parosil Mabsus menjadi calon kepala daerah di pilkada Lampung

Barat 2017 kemarin. Visi, misi dan program yang ditawarkan

kepada masyarakat berbeda. Parosil Mabsus menawarkan program

lebih kepada sektor swasta dan pendidikan.

Kandidat pasangan calon kepala daerah memanfaatkan

kepercayaan masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

dan lainnya. Hal ini itu dianggap penting dan wajar guna
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mendapatkan hasil suara yang maksimal. Timbal balik yang

dijanjikan tidak terlihat, namun pasti ada. Tokoh masyarakat tidak

semua yang dapat mendorong pengikutnya untuk memilih

kandidat. Karena ada beberapa orang yang menyatakan dirinya

tokoh masyarakat dan ada juga yang menokohkan dirinya sendiri.

Sedangkan, tokoh agama berupaya netral agar masyarakat yang

majemuk tidak bingung.

3. Partai Politik

Pencalonan Parosil Mabsus melalui PDI Perjuangan berdasarkan

musyawarah mufakat. Sebelumnya terdapat dua calon yang akan

maju dari PDI Perjuangan untuk menjadi calon kepala daerah

Lampung Barat, namun yang akhirnya maju adalah Parosil

Mabsus.

Profesionalitas dari para partai koalisi dari Parosil Mabsus dan

Mad Hasnurin dikatakan sangat baik. Seluruh tim bekerja sama

untuk kemenangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin.

Kemenangan Parosil Mabsus dipengaruhi dari Parosil yang berasal

dari partai besar yaitu PDI Perjuangan dan sudah selama tiga

periode menjabat sebagai DRPD Lampung Barat mempunyai

kapasitas yang dikatakan layak untuk memimpin Lampung Barat.

PDI Perjuangan juga merupakan sarana untuk mempromosikan

Parosil Mabsus tersebut kepada masyarakat.
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Kesimpulan yang ditarik di atas menegaskan bahwa kemenangan Parosil

Mabsus dilandasi dengan modal yang dimilikinya, terlihat seperti modal

sosial dalam jejaring sosial yang dipunya Parosil Mabsus saat

pencalonannya dan juga modal politik yang telah dimilikinya.

Dilihat dalam segi pilkada yang memiliki aspek positif dan negatif, pada

Pilkada Lampung Barat 2017 kemarin dinilai sebagai pilkada yang

membawa aspek positif. Hal ini berdasarkan laporan KPUD Lampung

Barat yang menyatakan persentase sebesar 76,14 persen. Dinilai positif

sebab saat Pilkada Lampung Barat 2017 memicu masyarakat untuk

memilih dibandingkan dengan individu yang sudah tau politik tetapi lebih

memilih golongan putih (golput).

B. Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan dalam fenomena Politik

Kekerabatan dalam Pilkada Lampung Barat 2017 adalah :

1. Perlunya profesionalitas dalam tim sukses untuk memenangkan

pasangan calon kandidat kepala daerah, bagi tim sukses yang

melakukan penyelewengan baiknya diberikan sanksi khusus agar

tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

2. Untuk tokoh-tokoh sebaiknya bersifat netral tanpa harus

memenangkan satu pasangan calon tertentu, sebab jika tokoh-

tokoh saja sudah tidak netral akan membuat masyarakat bingung
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atas pilihan yang ada di pemilihan kepala daerah maupun

pemilihan umum.

3. Sebaiknya partai politik dalam menjaring kadernya tidak

berdasarkan kekerabatan. Dalam penentuan calon kepala daerah

juga, baiknya partai politik menghindari memajukan calon yang

berasal dari saudara kandung karena negara Indonesia adalah

negara demokrasi jadi baiknya beri kesempatan pada orang lain

untuk memimpin suatu daerah.

4. Setiap pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, maupun

pemilihan legislatif baiknya setiap individu menggunakan hak

suaranya agar penyampaian aspirasi terhadap pemerintah bisa

tercapai.
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